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Dalam konseptualisasi mengenai negar modern, secara implisist ataupun eksplisit kekerasan merupakan hal yang diangggap inheren didalamnya. Hal inidapat dilihat, misalnya dalam konseptualisasi klasik ala Hobbes yang memandang negara sebagi suatu keniscayaan dadalam sebuah polity agar supaya kecenderungan masnusia untuk berperang melawan sesamanyadalam rangka memenuhi kepentingannya, bellum omnium contra omnes, dapat dikendalikan. Rousseau pun yang dikenal sangat kritis terhadap posisi negara, juga mmemberikan peran pengawasan terhadapa negar agar kebebasan, kesejahteraan dan hak milik para warga terlindungi. Secara implisit Rousseau manganggap bahwa negar memiliki hak eksklusif untuk memaksa sebagian dari kelompok masyarakaty untuk menyerahkan hak-haknya demin kepentingan umum.

Dalam konseptualisasi sosisologi Weberian, maka lebih jelas lagi bahwa negara selain memiliki klaim untuk mengatur wilayah secara administratif dan legal, tetapi juga otoritas terhadap warganya. Konsekwensinya ia memilki monopoli atas penggunaan kekuatan dan kekerasan kepada warganya, sebagaimana “seorang ayah memilki hak untuk mendisplina anak-anaknya “. Dengan demikian, negara mempunyai legitimasi ketika ia mengguanakan kkerasan sejauh dipergunakan demi melakukan upaya-upaya perbaikan, pendidikan, pengawasan, pendisplinan kepada warga negara nya dan dilakukan sesuai dengan batas–batas legal yang dimilkinya.

Dalam tradisi-tradisi masyarakat feodal, maka klaim negara atas subyek (rakyat ) hampir-hampir mutlak. Negara yang sering terjelma dalam diri sang raja atau sultan memilki kekuasaan yang hanya dibatasi oleh dirinya sendiri dan elite istana. Hal ini memungkinkan negara untuk menggunakan kekuasaanya scara absolut, termasuk dalam pengguanan kekerasan. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada konteks masyarakat feodal, legitimasi kekuasaan lebih sering melalui kekerasan baik yang bersifat fisik maupunyang tidak. Rendahnya otonomi warga negar vi-a-vis negara dalam sitm politik feodal, memungkinkan negar amelakukan dominasi dengan sewenang-wenang. Pembatasan penggunanan kekerasan umumnya sangat tergantung pada kehendak pribadi para penguasa dan kelompok elit kekuasaan  hanya pada situasi krisis kesewenangan penguasa kemudian mendapat perlawanan dari masyarakat yang kadang-kadang mengakibatkan kolabsnya sistem politik yang ada serta pergantian penguasa. 


Runtuhnya feodalisme dan munculnya konsep demokrasi diharapkan akan dapat membatasi kekuasaan negara dan memperluas kekuatan masyarakat. Kedaulatan negara kini bukan lagi berada di tangan raja, tetapi di tangan rakyat yang berhak mengurus kepentingannya sendiri secara mandiri. Dalam versi liberal bahkan negara hanyalah merupakan penjaga agar supaya konflik dalam masyarakat tidak menjurus pada situasi destruktif. Kendati negara masih diberi hak untuk menggunakan kekerasan, namun yang belakangan ini sangat terbatas sifatnya dan tergantung dari kesepakatan dan kontrol yang dibuat oleh warga negara. 


Dalam versi sosialis maka negara mendapat  keleluasaan untuk melakukan campur tangan yang lebih besar ketimbang yang diperbolehkan oleh liberalisme. Bahkan, dalam pemahaman marxian, negara pada suatu saat dapat memiliki kekuasaan yang sangat besar sebelum kemudian hilang setelah kelas-kelas dalam masyarakat dapat dilenyapkan. Yang menjadi masalah adalah seperti praktek mantan soviet dan negara-negara satelitnya. Kekuasaan negara yang besar tersebut menjadi suatu hal yang permanen sehingga sistem politik yang kemudian muncul bukan lagi demokrasi tetapi totaliterisme. Di sini negara kemudian menjelma menjadi satu-satunya penentu dan sumber legitimasi bagi kiprah dalam masyarakat. Dan karenanya, kekuasaannya menjadi absolut termasuk dalam penggunaan kekerasan.


Di masyarakat yang sedang berkembang, pembentukan sistem politik demokratis dianggap sebagai sistem pilihan menyusul proses dekolonisasi. Dalam proses ini peran negara ternyata  sangat penting karena beberapa alasan. Yang terpenting antara lain adalah kondisi masyarakat yang masih rentan terhadap konflik serta lemahnya lembaga-lembaga yang mampu menopang kemandirian. Sementara itu, sektor negara relatif dengan cepat dapat dibangkitkan dan muncul sebagai aktor terpenting dalam proses rehabilitasi dan restrukturisasi. Hasilnya, sektor negara cenderung lebih cepat berkembang dan bahkan menurut Alavi disebut over developed.


Posisi negara yang lebih dominan dari masyarakat tersebut muncul baik di masyarakat yang mengambil jalan kapitalis, sosialis maupun campuran keduanya. Di Indonesia misalnya percobaan untuk memperlemah sektor negara dengan mengambil alih pola demokrasi liberal, ternyata menimbulkan permasalahan menegement konflik di tingkat elit politik pada dekade lima puluhan. Untuk kembali kepada konsep negara kuat kemudian di lakukan oleh Sukarno, dan dilanjutkan lagi secara sistematis dan 

canggih oleh Orde Baru. 


Di bawah Orde Baru, pembentukan negara kuat memiliki kaitan dengan strategi pembangunan yang dipilih. Kaitan tersebut antara lain disebabkan oleh kapitalisme global yang memerlukan peran negara dalam proses distribusi dan alokasi sumber daya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat (center). Perusahaan-perusahaan multi nasional (MNCs) sebagai aktor-aktor pengembang kapital dari pusat. Umpanya memerlukan dukungan sektor negara-negara di dunia berkembang, selain para pemilik modal nasional sebagai patner. Setidaknya untuk sementara posisi negara kuat dianggap sebagai salah satu faktor penting bagi proses ekspansi kapital dan pendalamannya. Negara menjamin stabilitas politik di dalam masyarakat, termasuk pengendalian-pengendalian dan pengawasan dinamika sektor populer yang bisa menghambat proses pendalaman kapital. 


Itulah sebabnya dalam literatur tentang politik negara berkembang, dikenal model negara otoriter birokratik yang mempunyai pengaruh luas dan mengatasi masyarakat. Negara OB ini menggunakan idiologi pembangunan sebagai salah satu landasannya, serta strategi korporatisme dalam rangka mengatur kiprah politik yang ada dalam masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. 


Idiologi pembangunan yang juga sering disebut developmentalisme sebenarnya adalah salah satu produk dari pencerahan (ennlighment). Prinsip dasar dari pencerahan adalah pendunawian (sekularisasi), penalaran (rasionalisasi) dan pemanusaiaan (humanisasi). Dengan menggunakan ketiga landasan itulah maka revolusi industri, ilmu pengetahuan dan reformasi politik dilakukan. Dengan landasan sekularisasi maka proses desakralisasi atau dedefinisasi dalam kiprah kehidupan manusia diselenggarakan sehingga dominasi lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran agama dihancurkan. Manusia konon dibebaskan dari belenggu dogma dengan segala ramifikasinya. 


Rasionalisasi telah merubah wacana dan kiprah manusia yang semula hanya berwawasan kepercayaan menjadi penalaran. Dengan rasionalisasi kehidupan maka dapat dilakukan eksplorasi tanpa batas terhadap alam oleh manusia melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Alam tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang menyatu dalam kehidupan manusia, sebagai salah satu komunitas wujud (decomunity or being) sebagaimana diyakini oleh masyarakat tradisional. Alam dimengerti sebagai obyek di luar manusia yang harus ditaklukkan. 


 Manusia yang dalam pandangan tradisional hanyalah merupakan salah satu dari warga komunitas wujud, kendati yang termulia, kini mengklaim sebagai pusat segalanya. Manusia bahkan menganggap apa yang di luar dirinya atau di luar pemahaman rasionalnya sebagai sekedar mitos-mitos. Manusia pencerahan dengan demikian menuntut sebuah kesempurnaan bagi dirinya tanpa ketergantungan dengan yang ada di luarnya. 


Tak pelak lagi bahwa pencerahan telah melahirkan revolusi dalam pemahaman posisi manusia berhadapan dengan alam dan sesamanya. Dan salah satu ide yang kemudian berkembang adalah ide kemajuan (the idea of progress) yang pada gilirannya sangat dominan dalam perkembangan peradaban barat. Ide kemajuan inilah yang tak lain mewujud dengan modernitas dan modernisasi. Modernitas dianggap sebagai pandangan dunia  yang berbeda dengan dunia lama, bercirika rasionalitas, kemajuan dan kebebasan manusia. Sedangkan modernisasi adalah proses perubahan yang harus dilakukan agar bisa mencapai masyarakat modern tersebut. 


Dalam perkembangannya ide modernitas ini kemudian menyatu dengan pertumbuhan kapitalisme, sehigga seolah-olah identik dengannya. Munculnya kolonialisme yang merupakan wahana ekspansi kapitalisme dengan serta merta diklaim oleh para pelakunya sebagai proses kemjuan dan kemodernan. Oleh sebab itu, kaum kolonial menyebut missi penaklukan daerah-daerah baru sebagai proyek peradaban.


Manakala kolonialisme mendapat tantangan besar dan kemudian hancur, ide progress tersebut muncul kembali dalam bentuk ideologis pembangunan yang sebebnarnya memiliki bisa yang sangat kuat kepada kapitalisme. Seperti kita ketahui paradigma modernisasi yang kemudian menjadi paradigma dominan di negara-negara berkembang mulai dkade lima puluhan hingga tujuhpuluhan memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan dan ekspansi kapitalisme global. 


Berdasarkan latar belakang di atas, dapatlah dimengerti developmentalisme sebagai sebuah ideologi sangat potensial bagi kecenderungan penggunaan kekerasan, atau setidaknya memberi peluang bagi berkembangnya budaya kekerasan. Umpamanya saja, gagasan bahwa manusia sebagai pusat dan terlepas dari yang lain dan kehendak untuk melakukan eksploitasi terhadap alam, akan memudahkan masuknya elemen-elemen egosentrisme dan kekerasan. Demikian juga dengan pengingkaran terhadap dimensi yang irrasional dalam kehidupan, maka manusia akan tercerabut dari fitrahnya sebagai makhluk yang memiliki dua dimensi. 


Lebih jauh lagi, kapitalisme yang sepenuhnya dilandasi oelh keinginan untuk masju dan eksploitatif akan membuka langkah bagi sikap peduli kepada lingkuangan, keterbatasan sumberdaya, dan kemanusiaan. Pemenuhan keinginan (wans) yang tak terbatas, sebagaimana tercermin di dalam budaya konsumerime saat ini telah melahirkan meningkatnya kriminalitas, dekadendi moral, kerusakan lingkungan, pemiskinan massal, dan hegemonisasi budaya. Dampak-dampak tersebut jelas sekali mengadung elemen kekerasan yang pada akhirnya dapat merusak manusia dan kemanusiaan. 


Ideologi developmentalisme yang kemudian didukung oleh negara gilirannya akan mengakibatkan di pinggirkannya masalah-masalah pokok seperti otnomi dan hak-hak asasi. Demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, segala hal yang dianggap menjadi penghalang akan dicoba singkirkan. Dan penggunaan kekerasan oleh negara kemudian menjadi salah satu elemen penting dalam upaya mensukseskan pembangunan. Sebaliknya, kehendak untuk mengembalikan harkat manusia sesuai dengan fitrahnya kemudian ditanggapi dengan sinis, seolah-olah itu adalah cerminan cerminan dari konservatisme dan perlawanan terhadap otoritas.


Tak heran apabila dalam negara-negara yang mengangkat developmentalisme sebagai landasan legitimasinya, maka sistem politik yang ada kemudakan sarat dengan catatan penggunaan kekerasaan : penghilangan, penyiksaan, stigmatisasi politik, penahanan tanpa alasan, dan sebagainay. Rezim-rezim otoriter di Amerika Latin, Asia dan Afrika serta rezim totaliter di negara-negara komunis memiliki kemiripan yaitu sama-sama memuja “kemajuan” tetapi sangat kuat membela penggunaan kekerasan.


Dalam pemahaman rezim otoriter, maka setiap gerak utnuk melakukan pembebasan dari penindasan akan ditanggapi sebagai perlawanan terhadap sistem yang berlaku. Cara-cara utnuk melakukan pembungkaman, tentu saja semakin lama semakin canggih bukan hanya melulu berada dalam tataran kegiatan terbuka tetapi juga melalui simbol-simbol. Bahkan samapai pada pemakaian bahasa, lewat eufemisme, jargon-jargon dan slogan-slogan, kekerasan dapat dilakukan.


Dalam masyarakat yang telah begitu terekspose kepada penggunaan kekerasan, maka artikulasi dalam komunikasi antar warganya pun diwarnai oleh kekerasan. Bahkan di dalam lingkup sosial yang paling intim yakni keluarga, kekerasan bisa saja muncul tanpa disadari. Ini misalnya kelihatan di dalam cara-cara dalam memposisikan kaum perempuan yang sepintas lalu tampak memberikan penghormatan, tetepi jika dianalisis lebih jauh ternyata merupakan pengejawantahan kekerasan struktural (structural violence).


Pada akhirnya, budaya kekerasan jga kan mudak diterima di dalam masyarakat seperti itu. Jika kita amati hiburan-hiburan dalam tayangan TV, siaran radio, buku-buku bacaa, bahkan berita-berita di koran, tampa sekali bahwa budaya kekerasan mendapat tempat dominan. Hal ini akan semakin mendorong para konsumen dan audiens produk-produk budaya tersebut untuk mengakrabi kekerasan sebagai bagian inheren dalam kehidupannya, bukannya sebagai suatu hal yang harus dijauhi atau dihentikan.


Sistem sosial yang telah menginternalisasi kekerasan dalamnya tentu menciptakan rasa tidak aman bagi warganya, terutama mereka yang lemah dan tak terlindungi. Apalagi jika sistem hukum pun yang seharusnya menjamin keamanan warga negara kemudian ditundukkan oleh kepentingan pembangunan demi mengejar kepentingan sesaat. Jika demikian, maka masyarakat yang demikian mengadung benih-benih penghancuran diri(self desturction), entah cepat atau lambat. Kekhawatiran global mengenai dampak-dampak modernitas, industrialisasi, konsumerisme dan kekerasan saya kita bukan sesuatu yang berlebihan.


Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kita mencari alternatif bagi model pembangunan dan polity yang tanpa kekerasan (non-violent models of polity and development). Jika kita semua sepakat bahwa modernitas dan modernisasi adalah dua hal yang tak terelakkan, masihkah dimungkinkan untuk diupayakannya suatu keterlibatan yang tidak mengulangi pengalaman-pengalaman buruk dan dampak negatif seperti saat ini? Jika mungkin, kondisi yang bagaimana dan landasan apa yang digunakan ?


Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, diperlukan sebuah peninjauan yang serius mengenai ide pembangunan yang masih berlaku saat ini. Peninjauan tersebut harus kembali mempertimbangkan pemahaman kita tentang pencerahan dan modernitas sebagai produknya. Elemen-elemen positif pencerahan, seperti pembebasan manusia dari kungkungan tradisi dan kemampuan untuk melakukan refleksi, seharusnya menempati posisi sentral dalam diskursus tentang modernitas. Kritik-kritik atas modernitas yang telah didominasi oleh rasionalitas instrumental dalam bentuk kapitalisme dan sistem politik yang menindas harus tetap dilakukan. Pada saat yang sama, kita perlu melakukan penemuan dan pengembangan elemen positif dari modernitas sambil mengupayakan penggalian terhadap khazanah tradisional yang berasal dari ajaran-ajaran agama sebagai penopangnya. 


Semakin disadari bahwa peran serta agama dalam proses modernisasi tak dapat dielakkan. Hanya saja agama perlu dimengerti dalam konteks sejarah di ana kiga berada. Dalam hal ini , agama tak bisa lagi dipahami terlepas dari keperluan mendesak yang mengancam kemanusiaan. Agama dan para pemimpin agama semakin diharuskan melibatkan diri dlam persoalanyang ditimbulkan oleh modernisasi seperti meraknya kekerasan dalam masyarakat modern. Di Indonesia, dan di negara berkembang lainnya, agama-agama semakin dituntut untuk bisa bekerja sama  dan menghilangkan parokialismenya dalam menghadapi persoalan di atas.


Sesuai dengan tema diskusi ini, saya yakin bahwa agama-agama di Indonesia dapa menyumbang banyak bagi diciptakannya paradigma pembangunan yang menolak kekerasan di dalamnya. Setidaknya, ajaran-ajaran agama yang berisi larangan melakukan kejahatan dan kekerasan terhadap sesama serta perintah utnuk memakmurkan dunia merupakan salah satu titik tolak yang penting bagi pengembangan paradigma di atas.


Selain itu, agama-agama tampaknya juga diminta agar semakin mempublik, dalam arti yang dipergunakan oelh Jose Casanova, yaitu peduli terhadap persoalan-persoalan dasar seperti kemiskina, kebodohan, dan kekerasan yang dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Para agamawan kini harus lebih mampu menterjemahkan ajaran-ajaran dalam lingkup yang luas dan tidak parokial. Hal ini perlu mengikis kemungkinan jebakan politik identitas yang dapat menghinggapi para pemeluk agama demi memerjuangkan kepentingan sesaat. Parokialisme demikian jelas akan dengan mudah dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan anti demokratik melalui jalur kooptasi.


Dalam rangka upaya untuk mempublik itu pula, agama-agama diharapkan terlibat dalam perbincangan atau wacana sekitar hak-hak asasi manusia, demokrasi, masalah lingkungan, gender tersebut. Ini tentu saja perlu waktu dan ketelatenan dari kaum agamawan karena tidak dapatdipungkiri masih besarnya kesenjangan antara pemahaman keagamaan antara pera pemimpin dan ummat, demikian pula dengan masih belum kuatnya komunikasi antara kaum agamawan dengan para intelektual, aktivis, akademisi yang lebih berorientasi sekuler. Namun tanpaknya akhir-akhir ini kesenjangan tersebut telah semakin dipersempit dengan kerja-kerja yang dirintis oelh LSM dan para aktivis muda dari kelompok agama dan sekuler.


Namun sebaliknya bila agama tidak terlibat dalam pencarian paradigma tersebut, maka prospek bagi umat di masa mendatang akan semakin suram, karena modernitas yang tak terkontrol akan semakin menjadi-jadi, termasuk kolonialisasi terhadhap nilai-nilai budaya yang menjadi tempat rujukan bagi anggota masyarakat. Ini akan mengakibatkan krisis-krisis yang terjadi baik dalam wilayah politik, ekonomi, maupun sosial dna budaya sebagai akibat ketercerabutan dan keterasingan anggota masyarakat dari landasan eksistensinya. Sistem politik otoriter akan menjadi pilihan, demikian juga sistem ekonomi eksploitatif dan hubungan sosial yang diwarnai dengan anomis dan alienasi. Kekerasan, dengan sendirinya, akan semakin inheren di dalam kondisi masyarakat seperti itu. 
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